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PENGANTAR DIREKTUR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerfja Direktorat Jenderal Palanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 serta merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis
(Renstra) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 — 2019.

Rencana Kerja Direkforat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 merupakan acuan yang memuat gambaran program,
kegiatan dan anggaran Direktorat selama satu tahun pada seluruh unit eselon Il lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan
Sektor sebagai penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebjakan Wilayah yang dilaksanakan dalam
Tahun Anggaran 2019.

Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun
sekfor yang sudah direncakanan untuk dikerjakan pada tahun anggaron 2019 dapat ferlaksana se bagaimana mestinya.

Jokarta, Desember 2018
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A. LATAR BELAKANG

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, program dan kegiatan
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalom pencapaian
pembangunan nasional terutama dalam prioritas nasional pembangunan
wilayah khususnya program prioritas pembangunan pedesacn dan
reforma agraria yang merupakan saloh satu agenda prioritas nawa cita.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor
dalam upaya tercapainya pembangunan Planologi Kehutarian dan Tata
Lingkungan mempunyai  fugas “melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijokan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan
teknis dan evaiuasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijjakan wiayah dan
sekior”.

Sebagai salah satu unit eselon Il ingkup Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungon, Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki peran penfing daolam
memperbaiki fata kelola lingkungan hidup nasional khususnya dalam
bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor.
Untuk menjalankan peran tersebut, maka dalam Rencana Strategis
Direktorat Pencegahan Dampaok Lingkungan Kebijokan Wiayah dan
Sekfor Tahun 2015 ~ 2019, diumuskan arah kebijokan Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sekior dalam 5
tahun kedepan serta strategi pencapaiannya dijabarkan sebagaimana
tercantum dalamtabel berikut:

Tabel 1. Arah Kebljakan don Strategi Direkiorat PDLKWS
ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Penyempuimaon SOP kegiatan dan pelayanan:
Peningkatfan kapsitas SDM;

Memenuhi standar minimal sarana don prasarana
perkanforan;

Meningkatkan kompetensi pegawal melalul pendalaman
pengelahuan lopangan.

Meningkatkan koordinasl kegiatan dan sinkroniscasi
kebijakan antar instansi;

Meiibatkan dirl secara aktf dolam forum-forum lingkungan
hidup baolk di lingkungan pemeriniahan maupun non
pemerintahan;

Membangun kerjasama dengan lembaga penelition don
pergurvan finggl dalam rangka fransler of knowledge ksu-
Isu lingkungan,

Menyusun dan menyempurnakan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteda (N5PK) dan SKB lingkup Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebljokan Wilayah dian Seldor;

Meningkatkan bimbingan/asistens feknis ferkait
perencanaan pengelolaan kajion sirategis lingkungan
hidup dan hal hal terkait lainnya;

Meningkatkan pelayanan publik meldlul review dokumen,.



Guna mendukung angunan  nasional, khususnya pembangunan
lingkungan hidup don kehutanan sesuai program planclogi kehutanan dan
tata lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapdi Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor adalah
meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap
kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya
tampung dengan indikator seluruh pencegahan dampak lingkungan
kebijakan wilayah dan sektor terlaksana.

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah

1. Memberikan acuan dalom merencanakan kegiatan yang terarah,
efekfif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan serta digunaokan sebagai dasar dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor Tahun 2019.

2.  Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang
telah dilaksanakan pada tahun 2017.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direkforat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektfor
merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planolegi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran sfrategis dalam
mendukung tfercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi
kehutanan dan tata lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor
P.18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direkiorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan
wilayah dan sektor.

Unfuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak

Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi :

1. penyiopan perumusan kebijakan daya dukung dan daya fampung lingkungan
hidup, perencanaan perindungan dan pengelolocn lingkungan hidup, kajian
lingkungan hidup strategls, dan pengelolaan ekoregion;

2. penyiopan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. kdijian lingkungan hidup strategis, dan pengelolacan ekoregion:

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, perencanaan perindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strafegis, dan pengelolaan ekoregion:

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi peloksanaan bimbingan teknis daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perdindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup sirategis, dan
pengelolaan ekoregion;

5. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, perencanaan perindungan dan pengelolaar lingkungoin hidup, kajian
lingkungan hidup strategis, don pengelolaan ekoregion di daerah: dan

b. pelaksanaan administrasi Direktorat,



C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM . -
Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektfor sebagaim

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenlLHKH1/2015

—a
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor
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_ eri Sipl (PNS) pada Direktorat Pencegahon
Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor sampai dengon Tabel 2. Jumiah Pegawai (PNS) Lingkup Direkiorat PDLKWS Berdasarkan Jobatan Fungsional
bulan Desember 2018 berdosarkan golongan adalah 34 orang. Sampel Tahun 2018

Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil {PNS) berdasarkan golongan, - n Fung Jumlah (orang) I(Jumlah) __
fingkat pendidikan dan jobatan fungsional lingkup Direktorat [ertent Vol ¥t e _.
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor SRR L Pengendal L R R R
sampai dengan bulan Desember 2018 dapat dilihat pada tabel Pelaksana Lanjutan 1 _.
dibawah ini ; Pelaksana 2 # ___
15 !
: s o SRS SR PR Y
: 4 1
LB 3 Calon perencana 1
1 _ B E Pertama 1 1
s S SLTA  sLTP Il n v e ————
[ okt bendian 1} B - k
8 Meskipun secaro struktural berada langsung dibawah Direktur, dalam
1 pelaksanaan tugas harian para pejabat fungsional tersebut ditempatkan
R dibawah Sub Direktorat dengan pembinaan oleh masing-masing Kepala
16 Sub Direktorat. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya tenaga
: 20 staf non siruktural sehingga selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai
Gambar 2. Jumiah Pegawai (PNS) Lingkup Direkiorat PDLKWS Berdasarkan Golongan pejabat fungsional juga ditugaskan untuk membantu urusan teknis

S1o evaiool Pasclios Yahow 2076 maupun non teknis kegiatan Subdit-subdit terkait.



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
dan PROGNOSIS TAHUN 2018

Dadlam penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Tahun 2019, capaian-capaian pada tahun tohun
sebelumnya sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan
perfimbangan yang mendukung kelancaran kegiatan  serta
penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

KEGIATAN TAHUN 2017 DAN
PROGNOSIS TAHUN 2018

m’f CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

yelaksanaan unit ke
ang dapat dijadikan ¢
perencanaan unit kegiatan tahun 2019, untuk

peneniuvan sasaran unit kegiatan yang akan dilak

ran kegiatan serta

A.Sasaran Perfoma : Tedlaksananya analisis lingkungan bagi semua
RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

1. Jumiah KLHS Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya
Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Pada tahun 2017 terdapat kewajban KLHS yang masuk kedalom
prioritas nasional yaitu ferjaminnya kualitas KLHS terhadap Rencona Tata
Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisic dan
Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) difingkat provinsi. Sasaran  implementasi

kewajban KLHS RTRIN dan RIWP3K meliputi pencapaian standar

kudlitas yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya duku dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup [DDDT LH).

Capaian KLHS RIWP3K yang telah divalidasi pada tahun 2017 adalah
sebanyak é (enam) KLHS RZWP3K dari farget capaian yaitu & KLHS
RIWF3K yang tervalidasi serta 1 {satu) KLHS RTRLN dori farget capaian yaitu
1 KLHS RTRLN.

2. Jumiah KLHS yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung
Daya Tampung

Pada tahun 2017 direktorat PDLKWS juga telah melaksanakan kegiatan
yang mencakup bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan,
asistensi dan pemberion masukan, Realisasi fisik KLHS daerah don
sekfor yang terjomin kuaitasnya berbasis DDDT sesuai dengan target
yang ditefapkan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) KLHS.

3. Jumiah KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun

Direktoral  PDLKWS juga  rabel 3. KLHS Yang Tereviu (Tervalidasi) Kelayakannya
melakukan reviu atas Tohun 2017
beberapa KLHS sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No.46 - Braatuaioticn
Tahun 2016 tentang Tata T [RTRW Jawa Tengah
Cara Penyelenggaraan 2 [RTRW DI Yogyakaria
Kajian Lingkungan Hidup 3 |RPJMD Kep Bangka Delitung
Strategis. Rincian kegiatan M Mm_mu omﬂ”i%
ini J,m.:na_nc_u _Ao:mc_am._. & RTR¥SP Panta T Jarb
verifikasi persyaratan, reviu 7 RTRKSP Agrasciian fen
kelayakan, dan penerbitan 8 RTRKSP Agropciian Wils
surat  validasi. Capaian 9 IRTRKSP Danau Mannjau
jumioh KLHS yang tereviu 10__RTRKSP Palabuhan Sendang Bru
kelayakannya pada tahun 11 _RTRKSP Danau Limboto

. 12 |RTH KSP Kota Gorontalo
2017 yaitu sebanyak 15 (lima T3 IRTRW Jawa Baral
belos] dari target yang 4 IRPIVD Solawes Utara
ditetapkan sebanyak 15 15__[Pegunungan Kenceng Utara

KLHS.



! unnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah
untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD

1. Jumiah RPPLH Nasional Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung,
yang Telah Disusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah
Pada Tahun 2017, dilakukan penelaahan yang lebih mendalam terkait
isi dan arahan dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Review
Dokumen RPPLH Nasional. Dokumen ini menjadi bagian utoma
dan fidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah fentang RPPLH
yang sudah mencapai draft akhir dan siap dilakukan
pembahasan lanjutan {hammonisasi) di fingkat kementerian terkait.
Selain itu, dilaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah  tentang Rencana Perindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2. Jumiah RPPLH Provinsi yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan
Pemerintah Daerah
Pada tahun 2017, Kegiatan bimbingan/asistensi  teknis penyusuhan
RPPLH Provinsi felah dilaksonakan pada 5 {ima)] Provinsi dengan
rincian 3 [tiga) Provinsi di Ekoregion Sumatera dan 2 (dua) Provinsi di
Ekoregion Kalimantan. Selain  itu, telah diaksanakan juga
bimbingan/asistensi  teknis penyusunan RPPLH Provinsi lainnya
yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS.,

3. Jumiah RPPLH Kab/Kota yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan
Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kegiatan bimbingan/asistensi  teknis penyusunan
RPPLH Kabupaten/Kota juga telah diloksanakan  pada 10
(sepuluh] Kabupaten/Kota di Ekoregion Sumatera. Selain
dilaksanakar sesuai  target DIPA  tahun 2017, juga telah
diloksanakan  bimbingan/asistensi  teknis penyusunan RPPLH
Kab/Kota lainnya yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS.

4. Jumlah Penetapan Indikasi Daya Dukung Nasional dengan Pendekatan Jasa
Ekosistem Pada Setiap Ekoregion
Tahun 2017, Direktorat PDLKWS telah menetapkan indikasi daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup nasional tahun 2017 melipufi pemetaan
lingkungan penyedia air di Pulau Jawa dan Sumatera, serta penghitungan
status daya dukung airnya.
Dalom menyusun doya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
khususnya untuk daerah, dibutuhkan perangkat peraturan tentang Tata Cara
Penenfuan dan Penetapan Daya Dukung daon Daya Tampung
Lingkungan Hidup. Direktorat PDLKWS juga sudah melakukan penyusunan drait
peraturan menteri tersebut. Selain itu, telah dilakukan juga fasilitasi, bimbingan
dan asistensi teknis dalam penyusunan DDDTLH daerah.
5. Jumlah Satuan Peta Ekoregion Pada Skala 1:250.000
Pada tahun anggaran 2017 output Sub Direktorat Pemetaan dan Penergpan
Ekoregion yakni sebanyak 9 Satuan, terdii dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa  Tenggara Barat. Pada kegiatan ini
dilakukan juga penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skalg
1:250.000. Penyempurnaan peta dilakukan dengan melaksanakan
kegiotan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion agar memastikan
kesesudian penafsiran peta dengan kondisi lapangan. Selain ifv ada
beberapa kegiatan pendukung yang juga felah dihasikan sebagai berikut :
1. Draft Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion
Indonesia untuk mengukuhkan bahwa Ekoregion Indonesia terdir dari 177
ekoregion darat dan 18 ekoregion laut.
2. Draft Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekcregion.
3. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion
Skala 1 : 250.000
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Subdirektorat Pemetaan
dan Peneropan Ekoregion juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi
teknik pemetaan di Provinsi DI Yogyakarta.



C. Sasaran Kefiga : Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan
PDRE Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca
SDALH Nasional dan PDB Hijau

Salah satu output yang diharapkan dari kegiatan
Direkotrat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan
Wilayah dan Sektor adalah tersusunnya neraca SDA
LH dan PDRB Hijau Provinsi/Kabupaten/Kota pada
ekoregion Kalimantan sebagai bahan penyusunan
neraca SDA Nasional dan PDRB.

Pada Tahun 2017, sudah tersusun 1 (satu) Neraca SDA LH

dan 1 (satu) PDRB.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup juga telah disahkan
dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal
10 November 2017.

Panduan Pelaksanaan Instrumen jasa
Lingkungan yang disusun difujukan bagi
pemerintah dan KPD uniuk melaksanakan
program Kompesasi jasa Llingkungan dan
program Imbal jasa Lingkungan seria
para prakfisi yang melaksanakan program
Pembayaran jasa Lingkungan



NDIKATOR KERJA

KLHS Tata Ruang Laut Nasional Jumiah KLHS Tata RuangLaut
dan Zonasi Wilayah Pesisir | ayak E&_Nﬂigg
dan terjamin Kualitasnya Berbasis i%?
DDDT Berbasis

KLHS yang terjamin kualitasnya Jumiah KLHS yang terjamin
berbasis DD DT kualitasnya berbasis DD DT

KLHS yang tereview kelayakannya Jumiah KLHS yang tereview
kelayakannya

RPPLH Nasional berbasis daya Jumiah RPPLH Nasional berbasis
dukung dan daya tampung yang daya dukung dan daya tampung
telah disusun, diterapkan menjadi yangtelah disusun, diterapkan
acuan pemerintah menjadi acuan pemerirtah
RPPLH Provinsi yang tersusun.
diterapkan dan menjadi acuan ggg%
pemernmtah daerah acuan pemerintah daerah

RPPLH Kab/Kota yang tersusun Jumiah RPPLH Kab/Kota yang
diterapkan dan menjadi acuan gﬁg.&ouwv_ﬂ-:g:ﬁ:._a
pemerintah daerah acuan pemerintah daerah

Penetapan indikasi daya dukung iiig
naisonal dengan pendekatan jasa dukung naisonal dengan pendekatan
ekosistem pada skala ekoregion giﬂ.;;g

Satuan peta ekoregion pada skala Jumiah satuan peta ekoregion pada
1:250.000 skala1: 250000 .
Frov/iKabKota yang memiliki ggzi
neraca SDA LH dan PDRB Hijau neraca SDA LH dan PDRB Hijau
Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran

Tabel 4. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2017

15 KLHS

1 Dok Review RPPLH Nasional

5 RPPLH Prov.

10 RPPLH Kab/ Kota

1 penetapan

9 Satuan Peta

1Neraca dan 1 PDRB

12 Bulan

1KLHS RTRLN dan 6 KLHS

APAIAN

RZWP3K

10KLHS

15 KLHS

1 Dok Review RPPLH Nasional

5 RPPLH Provinsi

10 RPPLH Kab/ Kota

1DRAFT Penetapan

9 Satuan Peta
1 Neraca dan 1 PDRB
12 Bulan




2. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam periode pembangunan
ima fahunan (2015-2019), hal ini bermakna bahwa tahun 2018 merupakan
kelanjutan dalom meletakkan kondisi pengungkit akselerasi pencapaian
target pembangunan satu tahun berikuinya, yaitu percepatan  penataan
lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Pada Tahun ini,
ferdapat penambahan Sasaran Kegiatan yang berasal dari Prioritas
Nasional terkait Kemaritiman, yaitu Penjaminan Kualitas KLHS Tata Ruang
lautNasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Puau-pulau
Kecil (RZWP3K).

Pembahasan Rancangan Peraturan  Peme entang encana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "Nasional mengalami
kemajuan yang signifikan. Beberapa perbaikan dan penyempumaa muatan
Dokumen RPPLH juga ferus dilakukan.

Selain itu, pada tahun 2018 ini, direktorat PDLKWS mendapat penugosan untuk
mengkordinasikan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sirategis
(KLHS) dalam rangka penyelesaian permasalahan  pengelocan dan
pemanfaatan Pegunungan Karst Kendeng yang sempat mengemuka dan
menjadi headline sehingga menjadi permasalahan vang cukup serius untuk
segera dicari jolan keluarnya.

e angah pericopcke: pelakano: Capaian yang sangat penting dan menjadi faktor yang sangat

kegiatan  Direktorat  Pencegahan Dampak

Lnokungan Kebjakan Wiayah dan Sekior fahun - menentukan kinerja Direktorat ke depan dan akan sangat

2018 dimonitor dan dievaluasi sefiop bulan

selama tohun berjalan. Sampai dengan Bulon  D€rperan penting dalam perkembangan perlindungan dan
o 218, Copion [kt Koo 2018 panaeleloe lingkungan hidup selanjutnya adalah segera

sudah mencapai 90% lebih dengan menyisakan

kegiatan yang sifatnya finalisasi dokumen. ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Instrumen
Kegiaton _penyusunan, pembahasan, dan  Ekonomi Lingkungan Hidup, Permen LHK tentang KLHS, Peta

finalisasi NSPK masih merupakan kegiatan yang

ferus menerus dilakukan mengingat niai  Ekoregion Nasional, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya
penfingnya sebagai bagian dari prakondisi ._.QDJUCDQ ZQmwOJQ_

pelaksanaan kegiatan Direktorat,

Disamping itu, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan seperti
pembinaan teknis (KLHS, RPPLH, DDDTLH, dan Ekoregion) ke Provinsi dan
Kabupaten/Kota, serta kegiatan validasi KLHS tetap dilakukan dengan
beberapa inovasi, seperti diadakannya Klinik untuk pelayanan konsultasi
Pemerintah Daerah yang cukup efekiif dan efisien.

Perkiraan Capaian Indikator Kinerjia Elemen Kegiatan (IKE)
fahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijjakan Wilayah dan Sektor tahun 2018 seperti disajikan
dalam tabel berikut.



Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2018

ih ._.r..r:..x\ nft.rlll!.-.

Fosilitasi dan Bimbingan

Pengendalion dan :
e I Terjominnya keloyakan dan
Penjaminan kuolitas KLHS KLHS RTRLN yong ferjamin Teknis KLHS RTRLN
Jumiah KLHS tota ruang lout na tota ruang laut kudlitas KLHS Rencana Tata kelayakan dan kualifasnya ~ Validcsi Kelayakon KLHS T KLHS RTRLN 0%
nasional don zonasi wilayah ko - Ruang Lout Nosionol RTRLN
W pesisic layak dan terfjomin e
& kudlitasnya berbas’s daya b sl Terjaminnyakelayakandan ~ <LHS Rencana Zonasi Serblgan IIBRUS. | s encans
dukung dan doya fa PemaminankualtasKLKS |\ e v e Rencana Zonesi |, ViaYah Pesisiryang RIWP Zonasi Wilayah 200%
o et Rencana Zonasi Wilayah 2 Wi wmeE v terjamin kelayakan dan  Validasi kelayakan KLHS Pesisir 4
Pesisir il kualitcsnya RIWP
Jurriah KLHS yang terjamin Pe litois KLHS Jumlah KLHS yang terjamin ~ Penyusunan NSPK KLHS 1 Petman LHK 100%
kuaftasnyaberbosis DD DT _a_a:n. nU.DQu_ T set A Tetjominnya Kualitas KLHS  kuclitasnya berbasis Daya  Bimbingan Teknis KLHS Mirimal 10 KHLS 100%
sebanyak minimal 100 KLHS 100 KLHS b berbasis DDOT Dukung dan Daya daerah
_ per tahun e P XA Tampung Koorclinasi Nasional KLHS 1 Kegiatan 100%
CEUIER  Jumioh KLHS wﬂag %Eﬂgﬂ—.ﬁ - . ’ e i . <§H§ KIHS
kelayakannyasebanyak  sebanyak minimal 106 KLHS ezuori_ iaﬁsaﬁa : t_ﬂ___a___ E_ - i i E...%E_ onkiis  Minimal 15KHLS 100%
minimal 100 KLHS per tohun per iahun ; Provinsi
Jumiah RPPLH Nasional yang ?:sﬁyﬁaaﬂmhn RPPLH oot PP RPPLH 100%
fersusun (1 RPPLH Nasional), Penyusunan/Penyempumaan Tersusunnya/Teriviewnya Haisll Review Dokumen A T Dakumen Midikern
Jumlah Revieu RPPLH [Review RPPLH Nasional Dokumen RPPLH Nasional RPPLH Nasional Midterm Review RPPLH Rewviu RPPLH 100%
Nasional {1 Dokumen Nasional Nasional
Sl g w.nﬁ_m_u:.x Fosiitasi, Bimbingan dan n
g RPPLH Provinsi yang Asistensi Teknis
a n = mall Terselenggaranya Fasilitasi, : e
on Jumich RPPLH Provirslyang  Fositast Bimbingandan gy oo e sty i PRIV ARREIE. et Pacinan 100%
tersusun, diteropkan dan L el feknis penyusunan RPPLH  PECOMAN, diferapkan dan L LOVINS]
v ; RPPLH Provinsi : menjadi acuan Foslitasi, Bimbingon dan
menjodi acuan pemerintah Provinsi 5 .
Pemerintah Daerah Agistensi Teknis RPPLH 5 RPPLH Provinsi 100%

cioerah Provins



Tabel 5. Perkiraan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2018

Penetapan indikasi DDDT 1 penetapan
lingkungan hidup

Jumiah penetapan

100%

Jumloh penetapan indikas
daya dukung nasional

Penstapan dan update
{pembaruan) indikasl daya
dluk dan daya ng dukung don doya fampung

indikasi daya dukung
nasional dengan
pendekaton jasa

Pengembangan NSPK 1 Draft Pedeman
dan metode DDDT
Lingkungan Hidup

Tersusunnya indeks daya
: dengan pendekatan josa
Nasic _ ekosistem pada sefiop
menia

100%

Engkurgon hidup

ekosistem poda setfiap
Fossilitasi, Bimbingan dan
Asistensi Teknis DDDTLH

100%

Pemetaon E i ekoregion dan
n  Safuan peta ekoregion

pada skola 1 : 250,000

100%

Sosialisasi dan Asistensi
Pererapan Ekoregion

Neraca SDA LHTsmatik  LH Kabupoten

U] momikdneracasDA LHdan  veluasiekonomiSDA LHdan  Volucsi EkonormiSOA LH dan  DOkumen Ner 3 Hijou :

100%

100%

100%

Good governance kegiatan Pencegahan Dampak P i

100%

Linkungan Kebijakan Wilayak dan Sektor Pengadaan/pemeiharaan Peralatan dan

Fessilitas Perkantoran

100%






___ ®  CAPAIAN SERAPAN
ANGGARAN TAHUN 2017 DAN
PROGNOSIS TAHUN 2018

1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun anggaran 2017, anggaran direktorat PDLKWS ditetapkan
sebesar Rp 3.881.732.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Satu Juta
Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk membiayai ¢ output dan 1

layananPerkantoran.

Berdasarkan hal tersebut, secara rill, anggaran DIPA tahun 2017 yang dapat
dibelanjakan sebesar Rp. 3.852.313.666 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima
Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam
Rupiah] atau setara dengan 99.24% dari anggaran yvang ditetapkan,.
Capaian serapan anggaran Tahun 2017 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel é. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017



2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

DIPA Direktorat PDLKWS Tahun 2017

ditetapkan sebesar Rp 3,881,732.000 |

(Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan
Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Rupiah) yang terbagi ke
dalam 9 Output Teknis, 1 QOutput
Layanan Perkantoran, dan 1 Output
Layanan Interal  (Belanja  Modal).
Terdapat beberapa kejadian penting
seloma pelaksanaan DIPA 2017 yang
menyebabkan terjadinya pergeseran-
pergeseran belanja antar output, yaitu

. Perpindahan  Kantor dari  Kebon
Nanas ke manggala Wanabakdi,
menyebabkan penambahan pada
Belanja modal secara  Signifikan
untuk keperluan
perbaikan/penyiapan ruangan.

2. Fasilitasi KLHS Kendeng Tahap |1,
kegiatan yang sebelumnya tfidak
ada dalam Renja maupun Renstra,
yang sebagian besar anggarannya
dibebankan pada DIPA Direktorat
PDLKWS.

Berdasarkan serapon sampai dengan
November 2017 yang sudah mencapai
84%, periraan Serapan DIPA tahun 2017
sebagaimana Tabel berikut :

Fasilitas! m__:.,m.:w.mag.an... :._‘.Jz teknis
enyusunan RPPLH Provin

Penetapan don update (pemberuan) indikosl
daya dukung dan daya lampung lingkungan

Layanan Perkanloran

Layanan infemal

D Pengadaan Peralaian dan Fasilitas Perkanforan

Tabel 7. Perkiraon Capalan Realisasi Anggaran Tahun 2017

(Sub K

n Teknis KLHS RTRLN 8.622.000

Fasilitasi dan Bimbinga
Validasi kelayakan KLHS RTRLN 11.480.000 72,29
Bimbingon Teknis KLHS RZWP 29.790.300 98.44
Validasi kelayakan KLHS RZWP 112.569.401 99.16
Penyusunan NSPK KLHS 76.439.500 76,98
Bimbingan Tekn's KLHS daerah 222 .768.800 99.81
W Koordinasi Nasional KLHS 94.390.000 98,95
Validasi kelayakan KLHS Sekior 92,040,165 99,76
Validasi kelayakon KLHS Provinsi 118.392.800 99,57
Validasi Kelayakan KLHS Kendeng Utarg 253.422.237 99,46
Penyusunan NSPK RPPLH Nasional 88.515.500 99.89
Midterm Review RPPLH Nasional 115.177.600 99.91
S Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis - -
Penyusunan NSPK RPPLH Provinsi 42.860.000 98,53
0 Fasilitasi, Bimbingan don Asistensi Teknis RPPLH Provirsi 123.727.000 99,23
Penyusunan NSPK RPFLH Kab/Kota 34.860.000 99,43
Fosifitasi, Bimbingan don Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota 122.973.100 99,91
Penetapan indikasi DDDT lingkungan hidup nasional 187.551.158 99.63
Pengembangan NSPK don metode DDDT Lingkungon Hidup 64.713.302 99,94
Fasilitcssi, Bimbingan don Asistensi Teknis DDDTLH daerah 42.020.000 100,00
Penyusunon Skering Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 3B.366.388 100,00
Pemetaan Ekoregion 148.189.180 99.88
SN Sasialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoreglon 83.783.460 99.44
Fasilitas Penyusunon Neraca 5DA LH Tematik 121.951.104 97.11
Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB yang disesuaikan 121.951.104 7.3
Koordinasi, monitoring dan evaluasi penerapan Instrurmen Ekonomi £6.781.800 96,91
Lingkungan dengan instansi Terkait :
Penyusunaon Pedoman Valuasi Ekonomi 99.438.989 96,86
Scsialisasi PP fenfang Instrumen Ekonomi Lingkungan 29.929.000 99,95
% ;
“miﬁﬂmoqgggosﬂ dan Pemelibaraan Perkantoron Direkiorat 552.997.489 99.77
Pemeliharaon / Perbaikon Peralatan Kantor 13.328.500 79.87
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor 4/2 240.521.193

485

3 RE7 3

2 o5l Serapan



) RENCANA KERJA TAHUN 2019

f

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas
Nasional

Berdasarkan RKP Tahun 2019, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan ikut bertanggungjowab dalam pencapaian 2 [(duq)
Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Pedesaan dan Reforma Agraria.
Program Prioritas Nasional tersebut menurunkan 2 (dua) Kegiatan Prioritas
yaitu Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan termasuk
Kawasan Transmigrasi dan Sumberdaya Hutan dan Kegiatan Prioritas
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria, yang
keduanya fidak dikaitkan secora langsung dengan kegiatan Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS)
Tahun 2019,

Selanjutnya, mengacu kepada tujuan Rencana Kerja Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Tahun 2019 yaitu Memastikan Kawasan Hutan yang
Mantap dan Lingkungan yang berkelanjutan Sebagal Prakondisi
Pembangunan Nasional teruiama untuk Memacu Investasi dan Infrastruktur
uniuk Perfumbuhan dan Pemerataan, yang salah satu arah kebijakannya
adalah Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup uniuk
meningkatkan kudlitas lingkungan hidup yang menyeluruh di sefiap sector
pembangunan, maka Direktorat PDLKWS sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya
memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bohwo seluruh
proses pembangunan, terutama yang tferkait pemanfaatan Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup, fidak menimbulkan efek yang merugikan baik
bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta dapat
menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendir.

Terkait dengan hal tersebut, maka dukungan Direktorat
terhadap Program Planologi, KLHK, dan Prioritas Nasional

adalah dengan

menyiapkan perangkat safeguarding

ingkungan hidup untuk membantu pemerintoh dalam
merencanakan dan mengevaluasi manfaat dan dampak
pembangunan bagi warga negara. Untuk tujuan tfersebut,
setidaknya ada figa hal yang dilakukan, yaitu:

I

Memperkuat alas hukum safeguarding lingkungan melalui
percepatan penyelesaian aturan-aturan turunan dari UU
32/2009 untuk memberi kepastian dasar kerja sehingga
dapat benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Memperkuat jejaring kerja dengan K/L, Pemda, dan
Lembaga terkait lginnya dalam mendorong
pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam
yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi ke masa
depan.

Meningkatkan kepedulian pemerintah dan masyarakat
terhadap  dampak  lingkungan  dari  kegiatan
pembangunan yang tidak didasarkan atas kapasitas
/DDDT lingkungan hidup dengan berperan akiif dalam
penyelesaian isu-isu lingkungan skala nasional yang
terjadi.



B. Kegidfan, Sas n, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan

Tahun 2019
Pada dasarnya, kegiatan tahun 2019 harus merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan memperhatikan capaian
kinerja sampai dengan tahun 2017, keberianjutan proses, serta kendalo-

kendala yang terjadi dan/atau potensial terjadi.

Secara umum melalui Rencana Kegiatan Pencegahan Dompak
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memastikan
terjaminnya kudlitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung
serta telaksananya review kelayakan KLHS: tersusunnya RPPLH yang dapat
dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan nasional maupun
daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi
Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijou; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan
daya fampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion pada skala
1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar
dalam 1 tahun.

Berdasarkan Rencana Kerjo Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan Tahun 2019, Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki 3 (tiga) Sasaran kegiatan yang
dibagi ke dalam 9 [sembilan) target indikator/output kegiatan serta 1 {satu)
Sasaran Kegiatan pendukung, sebgaimana poda Tabel 8 disamping.

Selain kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitos
lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungon, maka

dilakukan kegiatan-kegiatan dengan target-target/output secara strategis

mendukung (prakondisi) tercapainya output kegiatan dan dalam kategori
yang lebih luas dapat mendorong bekerjanya sistem pencegahan dam pak
lingkungan secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan-
kegiatan pendukung tersebut dapat dijabarkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Indikator don Targel Keglatan Pencegahan dompak Lingkungan

Kebijakan Wilayah dan Sekior Tahun 2019

Sasaran Kegiatan

layak dan tedomin kualitasnya

Tedaksonanya analisis berbasls daye dukung dan daya SIS RrwE,
RRJF, RPJMN dan KRP Priordias Jumiah KLHS yong terjarmin kual E“-nﬁzm.__u_._o-ﬂ._@:aw..
et B Boea ot
Jurnlah KLHS yang tereview 15 KLHS yang tereview
L SOERTO y s RNk keloyakannya
Aurvdoh RPPLH Noslo rof pang fenusun, dMetopian | Dokumen Arahan
don merjocd ocon perarhioh Implementosi RPPLY
Lk RPPLA P b 1 it 1 5 Dokumen RPPLH
_““.;QEE i oo e bt g :
acuan Rencana Jurriah RPPLH Lat/Kola yang lemsusun, 10 Dokurnen RPPLH
Pembangunan Doerch diletrcan don manjod] acuan perreriiah Kab/Kota
(Tertalanya pelestarian dan Jumian peralaoar, bl doye kg
pemanfactan SDA dan LH Eﬂaoaﬂsnldi n!..,ﬂ.ag jasay ! _:nuqa Dawves o__.nE:n,ng
yang berkelanjuian) ekomlern podk mio, ekamgon Doya Tampung LH Nasional
Jumion wat o skoregion padk 9 satuan Peta Ekoragion poda
e~ T il Sccdo ) : 250,000
" Tersusinnya Neraca SDA-LH
Prov/Kab/Kota dan PDRB kekormendasi keblakon perongkat T O
Hijau sebagal bahan ekonomi ingkungan
penyusunan Neraca SDA
Nasional dan PDB Hijou :
Tenelenggaranya kegiaian
li_c__gngg;_ Layanan perkantoran 1 Loyonan
don seklor yang efekiif dan
efisien




Tabel 9. Sosoron Kegialan dan Indikafor Pendukung Kegiolan Pencegohan Dampok
Lingkungan Kebljakan Wilayah dan Sekior Tahun 2019

Sasaran Kegiataon

Meningkatnyo kapasitas penyusunan ) Lamormn
KLHS Rencana Ionasi Wilayah Pesisir
dan Pulau pulau kecil dan penyusun
. KLHS RPJMO dlan KLHS RTRW
Tersedianya Model KLHS Rencana

Ionasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau T KLHS
Teriaksananyo analisis ARSI ey - el 3
ingkungan bagl semua RTRW, [%Hmm@nmmi.a. Sistim Informasi KLHS 1 Kegiatan
RRJF, RPJMN don KRP Prieris erapkannya _.!Qca.n: Pamerintah T
-..dan Perotusan Menterl fenfang KLHS
Terjolnnya kegosama dan
kesepahaman para pihak penyusun | Eegiatan
. KLHS Pusal dan Daerch
Tersedianya Hosl Identifikasi KRP yang
berdampak pada kerusakan 1 ERP Nasional
) - i I DI L s o = o
. Tersedionyo PP RPPLH Nasional ] FP{Dxalt PP
Tersosicisosikannya arahan RPPLH )
Tenusunaya RFPLE Naslondl ~___ Nasiondl oleh seklor dan daerah et
dan Daerah unfuk menjadi  — Tersedianyo Permen RPPLH th | Peamen
acuan Rencana Pembangunan  Diterapkannyo Konsep DDDTLH m 1 Bintek
Daerah (Terolanya pelestarian ___ perencanaan di daerah . o
dan pemanifoatan SDA dan LH  Diterapkannya kosep Ekoregion dalam 11 —
yang berkelanjuian) o Petencangan di daerah i
Meningkatnya akurasi Peta Ekoregion S g“s o
A SR ATt . T
Tersusunnya Neraca SDA-LH Tersosicdsasikannya PP 46/2017 :
dan PORB Hijow doerch sebogal Tefolinyakeasoma
input Neraca $DA LH dan PDB Tersedianya NSPK/Permen Turunan PP 1| Permen LHK
Hijou Nosional (Tersediaden 482017
terbarvkonnya dala dan I Laporan Koordinasl dan
informasi sumberdaya alam Penerapan PP Instrurmen Ekonomi LH Sinkroniscsl

Berdasarkan target - target
tersebut, kemudian disusun
rencana kerja Direktorat
Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor,
mulai dari tingkat Kegiatan sampai
dengan tingkat Elemen Kegiatan,
yang menggambarkan struktur
kegiatan secara utuh yang
nantinya akan diterjemahkan lebih
lanjut ke dalam penganggaran
melalui RKA-K/L Tahun 2019.



Tabel 10. Shuktur Kegiatan Tahun 2019

i e

_ua..ﬁgna_asng m@i&g

Elemen Kegiatan

wgﬁ.ﬁazqaw:wﬁ:w PIK S aer S e DR M

A A (SO <§r&ﬂ<ﬂ§§ﬂ~iv@ﬂ p

Terlaksananya andalisis ingkungan
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Tabel 10. Strukiur Keglalan Tahun 2019

Sasaran Keglatan Elemen Keglatan

Kebijakan wilayah

dan Sektor

Tersusunnya Neraca SDA-LH Fessilitasi Penyusunan Neroca mD};E Tematik
Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau Faslitas] Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan
sebagai bahan penyusunan | Sinkronisassi, Infegrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

_ Rekomendasi kebijakan Perangkat Ekonomi tentang Instrumen E<onomi LI kungan
Neraca SDA Nasional dan PDB Lingkungan %ﬂﬂﬁ%ﬂ%ﬂuﬁg ode Instrumen Ekonomi
Hijau Lingkungan Hidup
Terselenggaranya kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
pencegohan dompak ungan : Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya AT
kebjjakan wilayah dan ”w—xﬁ yang Operasional dan Pemeliharaoan Kantor Pemeliharaan Kendaraon Dinas/Operasional Bermotor Roda
elektf dan efisien Dua/Empat

Pada fahun 2019, target kinerja utama kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor lebih kecil dari sasaran kegiatan sebagaimana telah disusun dalam
rencana strategi tahun 2015-2019, yang disebabkan oleh alokasi anggaran tahun 2019 yang belum
sesuai dengan rencana alokasi anggaran dalam Renstra. Pagu Anggaran untuk Kegiatan
pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (400199) Tahun 2019 ditetapkan
sebesar Rp. 4.477.094.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat
Ribu Rupiah) atau betambah sebesar Rp 668,928,000,- (Enam Ratus Enam Puluh Delopan Juta
Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari DIPA Tahun 2018.



PENUTUP

Rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2019 dipergunakan sebagai acuan utama oleh seluruh
Subdirektorat (unit eselon i) lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor dalom
menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) Tahun 2019, dimana seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam
dokumen RKA Tahun 2019 harus berdasarkan pada output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan
dituangkan dalam rencana kerja ini.

Harapannya adalah seluruh kegiatan yang direncanakan ketika dituangkan ke dalam DIPA Tahun 2019 akan lebih terarah
pengalokasiannya dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara opfimal dalam mendukung pembangunan nasional,
secara spesifik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan program planologi kehutanan dan tata lingkungan
melalui penyiapan instrumen dan regulasi guna percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya
tampungnya.

Implementasi dari penyusunan rencona kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijokan Wilayah dan Sektor
dan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA)/ DIPA Tahun 2019 selanjutnya aokan dituangkan dalom bentuk dokumen
Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019.



